
WALIKOTA TUAL 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMORI TAHUN 206 

TENTANO 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DES 
SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN NOGA&AN 2016 

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TJAL, 
Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 12 aya (I) Perauran Pererintat 

Nomor 22 Thun 2015 er:ang Perubahan. Atas Peratran 
emerinceh Nomr 60 Tahun 2015 entang Dana Desa 
Yang Bersurber ari Bnggaran Pendepatan dan clan 
Negara, Wadikota rnenetapkan rician Dana Dusa u n .  
setiap Desa; 

• bahwa berasarkan perimoangan sebagairman dimaksud 
dalat burut a, perlu ditetapan Peraturan Walikota 
:entang Tata Cara Pembagan dan Penetapan Rican Dana 
Desa Setiap Desa di Kota Tuai Tahun Anggaran 2016, 

L. Undang-Undang Noor 60 Tahun 1958 tentang penetopon 
Undang-Undang Nomor 23 Tahu 1957 tenang 
pembenzukan Daerah-Derah Swatantra Tingka II Dalar 
Wilayah Darah Swazancra Tingles 1 Maulu (Lembnra 
Negara Reputtk Indonesia Tahu, 1958 Norr i i  

Tambahan Lembaran Negara Repubhk indores 
Nomor 1645), 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200' er.tang Kengan 
Negara [Lembaran Negara Republic Indonesia Taoun 20 
Nomor 47, Tambahan Lmbaran Negara Repubhil 
Indonesia Nomor 4286; 

Negara [iembar Negara 
2004 Nomor 5, Tembahan 

3 dang-Undang 
Perbendaharaar 
Indonesia Tahur 

Nomor 1 Taun 2004 t e n 4,  

Republik 
Lembaran 

Negara Repubhik Indonesia Nomor 4355) 
tcr tag 

Keuangan 

1s Tahun 200 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Undang-Undang Nomor 4 

Negara tLembaran Negara Republik indonesia Tahun 00 



5. Undang-Undang Nomo; 33 Tahun 2004 tentang 
Per.mbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lerbaran Negara Repablik ndcnes. 
Tahun 2004 Nmor 126, Tanbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438] 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200?7 tentang 
Pembentuan Kota Tual di Provins, Maluku (Lembaran 
Negara Rcpublike Indonesie Tahun 2007 Norat 9/, 

Tambahan Lembaran Negara Republik [nones 

Nomor 4747) 

7 Un~dang-Urdang Nomor 12 Tab: 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lerbaran 
Negara Republik Inconesia Tahan 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia 

Nomor 5234), 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut 
Sipil Negara [Lembaran Negera 
Tahun 2014 Nomor 6, Terbah.an 
Republik Indonesia Nomor 594), 

9. Udang-Undang Nomor 6 Tahun n14 entang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 201 

Nomor 7 Tarbahan Lembaran Negara Republik lndor.esia 

Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lerbaran Negara Republil 
Indonesia Repubk Indoncsia Tahun 2014 Nomor 24 

Republik Indonesa 
Lembaran Negara 

Tambahan 
Nmor 5587, 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

I Peraturan Pererintah Nomor 5 Tahu 2005 :cntang Dana 

Perimbangan [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahu 2905 Noor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575] 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolgan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia "ahun 2005 Nmor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik indanes:a omor 4578], 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahu 2007 tentang 
Pembagan Urusan Pemcrintahan, antara Pemerirtah 
Daerah Provinsi dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Ko:a 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tarrbahan Lerbaran Negara Republk 

Indonesia Nomor 47371; 

14, Peraturan Pemerinuah Nomor 71 Tahun 2010 tenteng 

tandar Akunansi Pemerintahan [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2201O Nomor 233, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indores'a Momor 51€5), 



• 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang omnor 6 
Tahun 204 tentang Desa sebagaimana iubah enga 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lem.baran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nom 7 

Tambahan Lmbaran Negara «publik Indonesia 
Nomor 57I7, 

16. Peraturan Prcsiden Nomor 137 Tahon 2015 tentang 
Rincian, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBNy 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 288] 

17. Peraturan Menteri Dalan Megeri Nomnor ;3 T u n  2006 

tentang Pedoman Pengeloiaan. Keuangan Dacrab 

sebageimana telah diubat: dalam Peraruran Meeteri Dala 

Negeri Nomor 2i Tahu 20HI tcnL g Perubabar Koda 
ates Peraturan Menteri Dalam Negeri Narnor 1 3  "a/an 
2006 tentang Pcdoman Pcrgelolaan Keuangan Daerah 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 G I  
Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri lomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrue! Pada Pemerintah Daerah [erita Negara 
Repub.ik Indonesia Tahun 2013 Noor 1425], 

19. Peraruran Menteri Da.am Negeri omor I Tabun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukur Daerah [erite 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), 

20. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (er.ta Negara 
Repubik Indonesia Tahun 2014 NOmor 2093], 

21 Pe:aurar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingpal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tertang 

Penetapan Prioritas Pcrggur.aan D o .  Lesa Tahan 2016 
(Benta Negara Republik Indonesia Tahur 2Oi5 
Nomor 297); 

22. Peraruran Menteri Dalam Negeni Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2016 (Serita Negara Republie 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) 

23. Peraruran Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 202S 

tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dane . sa  {Berita Negara 
Republik Indonesia Tanun 2015 Nomor 684; 

24. Peraturan Daerah Kota Tual Noror 0I Tahun 2008 tentang 
Oramsast dan Tata Kera Sekretanat Daerah da 



25. Peraturan Daeran Kota Tual Nomor g Tahu 20D8 tertang; 
Organisasi dar Tata Kera Kocamatan dan Kcluraban 
Lembaran Daerah Kota Tua! Tah 008 NOmar 102, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tua! Nomor 1 0 1 2 )  

26. Peraturan Daerah Kta Tual Nomor 03 Tahun 2008 tertar.g 
Organisasi dan Tate Kerja Lembaga Teknis Deerah 
[Lembaran Daerah Kota Tua) Tahun 2008 Noror 103, 
Tabahan Lembaran Dacrah Kota Tual Nomor 1013 

27 Peraturan Daerah Kora Tual Nomor 04 Tahun 2008 tentang 
Organisasi den Tata Kerja Dinas Daerah [Ler:baran Dacrai 
Koe Tua} Tahun 2008 Nomor 04, Tambar.an Lembarar 
Daerah Kotu Tua. Nomor 014) 

8. Peraturan Daereh Kata TLal Nror D03 Tahu 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengeolaan Keuangan Dacrab sebagaimana 
telah diubeh dengan Peraturan Daerah Nomor D 
Tahun 2014 tentang Peretaran Daerah Kota Tua! Nomor 0 

Tahun 2009 tentang Pokck-Pokok Pengelolaan Keuan3gar 
Daerah (er.baran Daerah Kora Tal Tahun 20 
Nomor 07, Tambahan Lemaran Du~rah Kora al 
Nome 2017), 

29. Peraturan Daeran Kota Tua Nomor faun2010 tentang 
Pernbentukan Orgarisasi dan Tata Kcrja Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Dacrah (Lembaran Daerah Kota Tal 

Tahun 2010 Nomor 15, Tamahan Lembaran Daerah 

KOta Tal Nomor 3025i, 

30. Pcraturan Dae:ah Kota Tua Nomor IO Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembagian Urusan Pemerintaban Dar Ling8up 
Kewenangan Pererintah Darrah Kata Tual Tahuan 2 C l  
[Lembaran Dacrah Kota Tua! Tehun 2011 Nomor b, 

Tambahan Lembaran Daerah Kuta T i Nomor 4046j 

31 Peraturan Daerah Kota Tua! Norr 05 Tahur. 205 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tar un 
Anggaran 2016 

MEMUT USKAN 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCAN DANA DESA SETIAP 
DESA DI KOTA TUAL TAUN ANGGARAN 20I6 

AB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Lalam Peraturan Walota ini yang d a s s u d  dengan 

1 Daerah aalah Daerah Kora Taal, 



4 Wail Wahkota adala Wakil Wahkota Tual; 

5 Sekrecariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Sekrcarat Dacrah 
Kora Tual den Secretariat DPRD Kota Tuel, 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebur dengan narna lain, 

scianjutnya disebut Desa, adalah kesatan mnasyarakat hukcur: yang 
memilki batas wlayah yang berwenang untuk mengatur dar, mengru5 
arusan pemerirtahan, kepentingar masyarakat setempat perdasarkan 

prakarsa masyarakat. hak asal tsul, dar/ata, al tradisona. yang 
diaui dan dihormati alam sister pemerintahan Negara Kesa!uan 

Republik lrdonesia. 

7 Dana Desa adalah dana yang bersumber dani Anggar.n Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperunakkan bag Desa yang ditransfer relaui 

Anggaran Pendapatan dar Bclanja Dacrah Kabupaten/Kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelengsaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, don 
pemberdayaan masyarakat; 

8. Pererintah Desa adaleh Kepala Desa atau anig disebut dengan 
name lain dibantu perangkat Desa seagai uneur penyelenggar 
Pererintahan Desa; 

9. Jurlah Desa adala' jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri; 

10. Anggarar. Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
AB Desa, acalah rencar.a keuangan tanunan Pemerir.tahan Desa. 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincan Dana Dess untuk setiap Desa di 

Kuta Tua! Tahu.n Anggaran 206 scbagaimana tercanm dalam Lampiran 
yang mcrupakan bagian yang ticak terpisahkan duri Peraturan waikota Tual 

ini 

Pasa! 3 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggarcn 20I6 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara mera:a don 

berkeadilan oerdasarkan 

s. alckasi dasar, dan 

b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jurnlah pendudui, 

angka kemislinan, luas wilayah, dan indeks kesulitar geografis desa 

setiap kabpaten/kota. 

Pasal 

Alokasi dasear per desa sebaga.mana dimaksud dalar Pasal 3 uru? , 

dihitang berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagt jumlah d e .a  

sea@aimena te!eh ditetapxan dalam tan piran Peraturon resider tertang 

Peraturan Presider Noa»r 137 Tehun 2015 tentaig Rincian Aggran 



Alokas formula 
erskinan luas 

Pasal 

dihitng berdasarkan data ju.mlah penduduk, 
vrilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf 

a.ngla 

b yang 
bersumoer dart kemer.terian yar.g berwenang an' lembaga yang 
menyeenggaraxan urusan pemerintahan di bidang statistik 

Pase! 6 

Penghitungan alolasi formula setiap Dcsa sebagaimana dimaksu paua pasa. " 
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berkut 

w +  1(025 2 (0,35 x Z2) + (0,1 23) + (0,30 26)] x (DDkab/kota 
ADkab/kota) 

eterangan 

W =  Dana Desa setap Desa yang i~tung berdasarkan jumlah pend.duk, angka 
«emiskinan, las wilayah, dan tingkat kesuhitan geografs Desa setiap Kota 

Z I -  rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional 

2 =  rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk iskin 
Desa nasional 

23= rasio luas wilayah Desa setiep Desa terhadap total pendaduk miskin Desa 
nasiona. 

Z4 a rasio IKG Kota terhadap total IKG Kota yang memiliki Cesa 

DDkeb/kota = pagu Dana esa Kota 
ADkab/kota = besaran AD untui set:ap Desa dikakan jumiah Desa dalam Kotn 

Pasal 7 

neks kesultan geografis Desa sebaga«mana dimaksud d»ran Pasal hurui b 
disusun an ditetapkar olen Walilucta berasarkan data dari kementerian yang 
berwcnang den'atau lembaga yang nenyclenpgaakan urasan pemerintah di 
bidang statistik 

Pasz' 8 

() Penyaluran Dara Desa dilakulan mealu pemdab bu:uan dtri duri 
Rekenirg Kas LJmum Dacrah ke Rekening Kas Limu Desa 

[] Pemindahbukuan cani Rekening Kas Umum Daerah ke «tekening as U/0on 

Desa dilakukan paling lambat 7 [tujuh, aeri kerj tclah Dana Desa 
diterira di Rekening Kas UJmum Daerah 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap 
a. tahap sebesar 60% [enan puluh perseratusj; 
b tahap ll scbcsar 40%fer pat puluh perseratush, dan 



a. peaturan Desa mengenai APE Desa knpada Wahkota 

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun angauan 
[5] Penyaluran Dana Desa tahap II Ailakukan seelah 

sebelumnye 
Kepala Deso 

mnenyam paikan 
a. laporan realisesi penggunaen Dane Desa tahap I kepaca Walikota 
b iaporan realisasi ponggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana imaksud 

pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap l tclan 
digunakan sebesar 50% [limapulun per seratus) 

6] Rincian Dana Desa yang diterima Desa sctiap tahun dianggarkan calan 
AP'BDesa 

Pasal 9 

[1Fenggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Lesa dan 
Pembcrdayaan Masyarakat Desa yang menjadi prioritas kegtetan, anggaran 

dan heianja Desa yang disepakati dar diputuskan meialui Musyawars. Desa, 
[2'Hasl keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {l ]  

harus menjai acuan bag penyusunan encana Kerja Pemer.ntah Desa dan 
APE Desa, 

(1 Rencana Kerja ememintah Desa den Anggaran Fendapatan an Beanje Des 
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) d.tetapkan dalam eraturan Desa; 

4jroritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dam 

kegiatan Perbangunan Desa sebagaimar.a dimaksud pada ayat (I, meliput 

a. Pembanguran, pengembar.gan, an pemeliharazn tresrusiur a\au 
sarana dean prasarana fisik nntu penguidupan, termasuk ctahanan 
pangan dan permuman, 

b. pemoangunart, pengembangan dar pemeliharaan sarana an prasara.a 
kesehatan masyarakat, 

c pembangunan, pengembangan dan pemeliharaen 
per.ddikan, sosial dan kebudayaan 

ana dan prasarans 

d. per.gemoangan usaha ekonon masyarakat, meliputi pembangunan dat 
pemelharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/ata 

e. embangunan dan pengembangan sarana-prasarena energi teroarukan 
serta kegiatan pelestarian ingkur.gan hidup 

[5Prioritas penggupaan Dana Desa untuk program dan iegiatan bidany 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebegaimana masu paa ayat l 
hialoasilent unzuk mendana kegiatan yang bertujuan menugi4at " 
Kapasitas warga a.a masyaraicat desa dalam peng bangan wnauseha 
peningatan pendapatar, serta perluasan skala ekonomi individu warga ala 
kelompok rasyarakaat dan desa, antara lain 
a. peningkatan investasi ekonomi desa melahut pengadaan, pengembanged 

atau oantuan alat-alat produksi, perr:odalan, dan peringkatan kapastas 
melalui pelatihan dan pemagangan, 
ukungankegiatan ecnomi baik yang dikcmbar.gkan cleh BUM Desa at 

BUM Desa Bersama, maupun oleh kclompok dar atau leobega ekbro 



c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan legiatan ketaheart 
pangan Desa, 

d. pengorganisasian masyarakat, fasihitasi dan pelatihan paralegal dan 
bantuan hukum masyarakat Desa, termasukc perbentukan Kader 
Per.berdayaan Masyarakat Desa (KeMD] dan pengembangen kapasitas 
Ruang Bela;ar Masyarakat di Desa [Communit Centre}, 

e. promosi dan edukasi keseatan masyarakat serte gerakan dup bers? 
an sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu 
Poskesdes, Pol'ndes dan ketersediaant etau keberfungsian tenaga 

medis/swamcdikasi di Dcsa, 

f. dukungan tehadap kcgiatan pengclolaan Hutan/Pantai Desa dan 

Hutan/Panrai Kemasyarakatan 

g peningkatan kapastas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan 

pelestartan ling<ungan hidup; dan/ata 
h bicang egiatan pemberdayaan ckonomi ieinnye ang sesus engen 

analisa kebutuhan desa dan elah ditetazkan dalam Musyawarah Desa 
(5) Dana Desa dapat digunakan antuk membiayai kegiatan yang tidak ermasuk 

dalam prioritas penggunaan dana desa sectclah mendapat persetujar 
Walikota. 

(7) Persetuuan Walikota sebaganana dirasud dalam ayat (6) dberikan pada 

saat evaluasi rancangan pereturan desa mengenai APBDesa 

PAsal 10 

Pengelolaan keuar.gan desa dikeiola sesuai dergan event.an pert&dang 
undangan dalam masa i {satu) tanun anggaran tertittng mulai I Ja r:uar i  
sampai dengan tanggal 31 Desember 

Pasal I l  

I)Setiap Pengeluaran belarja atas beban APBDsa harus cidukung dengar 
buku yang lengkapdan sah. 

(2] Bukti sebaga.mana dimasud pads ayat [l harus mcndapt pcngcsaan olh 

Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dnri penggunaan ukti 

d.masud 

(3] Pengeluaran kas desa yang rnezgakibatkar, Ueban rEDesa Lidak ·ha pa 
dilakukan scbelum rancargan peraturan desa tentar.g APBDesa diteapian 

menjadi peraturan desa 

() Bendahara desa sebasai wajb pungut pajak penghasilan [PP) dan pa)ah 
lainnya, wajib menyetorkan seiuruh peneriaan potongan cdan paja yang 
dipurgutya ke rekening kas ncgara scsai dcngan ketentuan peraturan 
peruandang-undangan 

Pasal 12 
l} Kcpala Dcsa dengan dikoordinsikan o:eh Camat set-rpat menyampaikan 

aporan reahsesi penggunaan Dana Desa semester ! dan serester I. kepaca 

walkota 



a. Tap i paling lamoat minggu kccmpat bulan Juli Tahun Anggaran 
pen.ala.n. 

z Tahap il paling lambat ringgu keempat blan September Tahun 

nggaran berjalan 

c Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lamba 

minggu keempat bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya 

Pasal 13 

ij Waikota menunda penyaluran Dana Dess dalam bal Kcpala Lesa ucai 

menyampaikan APBDesa dan/atau lapuran realisasi penggumean 

semester scbelumnya- 

2j Penundaan sebagaimana 
disampaikannya APBDesa 
semester scbclumnya 

ayat " 
dan/atau 

cdlakn 

laporan rcahsas penggunaan 

(3] Walikota mengurangi penyaiuran dana desa dalan. hal ditenmkan 
penyimpangan peaksanaan yang mengakibetkan SiLPA Adak wajar 

[4] SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dirnaksud pada yat (3 
berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% [tiga puluh per seratus' oar 

Dara Desa yang diterima Desa. 
[5} Penggaan Dana Desa yang tidak sesuai denge rio ritas sebaga.an& 

Ciraksud paca ayat 4 huruf a tdak mendapa.an persetujuan dar 
Welikota 

[5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oieh Walikota kepada Menter 
Keuangane.a irektu.r Jenderal Perimbangar Keuangan 

Pasai '4 

Perarurar Walikota ir.i zula. berlaka pada tanggal diundargkan 
Agar seriap orang rcngetahui, rcmenmtankan pcngundangan Peraturar 
Walikote ini dengan mcncmpatkannya dalam ierita ±. rah ota al 

Tual 
, . �ran 2010 

F 

• 

MAT 

Diundangkan di Tual 
pada tanggal Januari 2016 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL 
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.23 ,Kur S e l a n . . - [ n s s , ( A 1 7 6 2. p 9  
241r Selan _ 'Ru m o i n  . - - - 1  783.912.0009, 
25 Kur S el @ tan , [ ' i i i  --+,68g3626000 
26 Kur Se!atan ,Tiler i 676.094,000 

r s ; a .  L  2orang» 
JUMLAH 20713450.000 

- - .  


